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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa sertipikat 
tanah Hak milik ganda dan Overlapping di Kabupaten Bantul sudah sesuai 
dengan tahapan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melalui jalur 
non litigasi atau diluar pengadilan dengan cara mediasi yaitu Kantor 
Pertanahan bertindak sebagai mediator untuk membantu para pihak dalam 
musyawarah guna mencapai kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan tersebut 
maka Kantor Pertanahan mengeluarkan keputusan pembatalan sertipikat 
dan melakukan perubahan data fisik dan yuridis. 
2. Penyelesaian sengketa tanah hak milik bersertipikat ganda dan overlapping 
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang dalam prosesnya selalu 
mengupayakan keberhasilan melalui mediasi sehingga telah mewujudkan 
kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. 
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B. Saran 
       Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul : 
a. Dalam penyelesaian sengketa sertipikat ganda yaitu perlu adanya peta 
pendaftaran tanah yang dimiliki Kantor Pertanahan sebagai basis data, 
dan pelaksanaannya dimaksimalkan agar tidak mencul kembali 
persoalan sertipikat ganda, dan adanya penyimpanan data yang 
berbasis komputerisasi sehingga ketika ada pihak yang ingin membuat 
sertipikat ha katas sebidang tanah yang jumlah luasaannya terjadi 
tumpang tindih dengan sertipikat pihak lain dapat diketahui secara 
otomatis karena data luasan tanah milik pihak lain tersebut telah 
terdata di computer milik Kantor Pertanahan. 
b. Kepada petugas yang bertugas di lapangan Kantor Pertanahan yang 
melakukan pengukuran batas tanah diharap dilakukan dengan teliti, 
dan ketika batas tanah tidak ada hendaknya aktif untuk menanyakan 
kepada sumber data lain yaitu tetangga pemilik tanah, jangan hanya 
berpatokan kepada data yang diberikan oleh pemilik tanah yang 
mengajukan pendaftaran tanah, karena apabila data salah dapat 
merugikan pihak lain terutama tetangga yang letak tanah nya 
bersebelahan. 
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c. Perlu adanya alur yang pasti dan data yang jelas pada proses 
pendaftaran tanah yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan 
agar ketika terjadi permasalahan, petugas yang melakukan kesalahan 
dapat terlacak dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas 
kelalaiannya, hal ini juga bertujuan melindungi kepentingan 
masyarakat dan meningkatkan kedisiplinan petugas Kantor 
Pertanahan. 
2. Kepada Masyarakat pemegang hak milik atas tanah 
Saran penulis untuk seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan 
kepada masyarakat Kabupaten Bantul Khususnya yang mendapati adanya 
sertipikat hak milik ganda dan overllaping wajib segera melaporkan 
keadaan tersebut kepada Kantor Pertanahan wilayah hukum tanah dan 
sertipikat hak atas tanah itu berada, sehingga Kantor Pertanahan dapat 
segera menindak lanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang 
diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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